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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian bunyi Pasal 1 ayat 

(3) UUD 1945 setelah di amandemen ketiga dan disahkan pada tanggal 10 

Nopember 2001. Penegasan ketentuan konstitusi ini memberikan makna 

bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan 

pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Untuk mewujudkan 

negara hukum, salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan 

untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan 

penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan dengan tidak 

mengesampingkan fungsi yurisprudensi. Hal ini memperlihatkan bahwa 

peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang penting dalam 

negara hukum Indonesia. 

Profesi yang berkaitan dengan hukum sendiri meliputi Polisi, Hakim, 

Advokad, Jaksa, Notaris dan lain-lain. Profesi hukum merupakan profesi yang 

luas, dimana setiap peran memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Kehidupan 

masyarakat yang memerlukan kepastian hukum, membutuhkn sektor 

pelayanan jasa publik yang saat ini semakin berkembang seiring dengan 

meningkatnya kebutuhan masyarakat. Hal tersebut secara tidak langsung 

berdampak dalam peningkatan di bidang jasa notaris.  

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh Pemerintah untuk 

membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang 

ada atau timbul dalam masyarakat. Perlunya perjanjian tertulis ini dibuat 

dihadapan seorang agar terjamin kepastian hukum bagi para pihak didalam 
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melaksanakan apa yang tertuang dalam perjanjian. Para pihak dalam membuat 

perjanjian tertulis, dibuat dihadapan seorang notaris. Tujuannya agar supaya 

akta-akta yang dibuat oleh para pihak dapat digunakan sebagai bukti yang kuat 

jika suatu saat terajdi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari 

pihak lain. Demikian pentingnya fungsi dari akta notaris tersebut, maka untuk 

menghindari tidak sahnya suatu akta, maka kinerja seorang notaris diatur 

dalam Peraturan jabatan notaris, yang telah diganti dengan Undang-undang 

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo Undang-undang Nomor 2 

Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN Tahun 2014). 

Seorang Notaris didalam menjalankan profesinya, sudah sepatutnya 

memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan bersikap sesuai aturan 

yang berlaku. Hal ini penting karena Notaris melaksanakan tugas jabatannya 

tidaklah semata-mata untuk kepentingan pibadi, melainkan untuk kepentingan 

masyarakat, serta mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran atas akta 

yang dibuatnya. Oleh karena itu seorang Notaris dituntut lebih peka, jujur, 

adil, dan transparan dalam pembuatan akta otentik. Notaris harus berpegang 

teguh kepada kode etik jabatan Notaris, karena apabila hal tersebut tidak 

diindahkan maka harkat dan matabat profesionalisme akan hilang dan tidak 

lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat.  

Notaris juga dituntut untuk memiliki nilai moral yang tinggi, karena 

tingginya moral diharapkan mampu menjadikan Notaris tidak menyalah-

gunakan wewenang yang dimilikinya. Kewajiban seorang Notaris untuk 

menjaga martabatnya sebagai seorang penjabat umum yang memberikan 

pelayanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak merusak citra 

Notaris itu sendiri.  
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Semakin berkembangnya zaman, masyarakat semakin menyadari 

perlunya perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara otentik untuk 

menjamin kepastian hukum dan sebagai alat bukti yang kuat di kemudian hari. 

Dengan demikian dapat di pahami bahwa keberadaan Notaris sangat penting 

dan di butuhkan masyarakat luas, mengingat fungsi notaris adalah sebagai 

pejabat umum yang membuat alat bukti tertulis berupa akta otentik.
 1

 

.Salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris adalah telah 

menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris 

dalam waktu paling singkat 24 bulan berturut-turut pada kantornotaris setelah 

lulus strata dua kenotariatan. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 

huruf “f” UUJN Tahun 2014, yang menegaskan bahwa telah menjalani 

magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 

paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris 

atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi Notaris setelah lulus 

strata dua kenotariatan. Maksud dari prakarsa sendiri dalam hal ini adalah 

bahwa calon Notaris dapat memilih sendiri kantor yang diinginkan, akan tetapi 

berkewajiban mendapatkan rekomendasi dari organisasi Jabatan Notaris. 

Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut yang berkaitan dengan 

magang, maka menurut Alwesius ada 3 (tiga) hal yang harus dipenuhi, yaitu:
2
 

“Jangka waktu magang adalah 24 (dua puluh empat) bulan, jangka 

waktu magang tersebut dihitung mulai setelah seorang calon notaris 

lulus strata dua kenotariatan, jangka waktu magang tersebut harus 

dijalankan oleh seorang calon notaris secara “berturut-turut”. Ketiga 

syarat tersebut harus dipenuhi barulah seorang calon notaris dapat 

dikatakan memenuhi syarat magang sebagaimana ditetapkan dalam 

UUJN 2014.” 

                                                      
1
 G.H.S. Lumbun Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Cetakan ke-5, (Jakarta: Erlangga), 

hlm. 51-52 
2
Alwesius, Beberapa Catatan terhadap UUJN yang Baru, dalam 

http://alwesius.blogspot.com/2014/01/beberapa-catatan-terhadap-uujn-yang-baru.html, hlm.1 

diakses tanggal 1 Maret 2015 

http://alwesius.blogspot.com/2014/01/beberapa-catatan-terhadap-uujn-yang-baru.html
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Berbeda dengan undang-undang sebelumnya yakni Undang-undang 

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN 

Tahun 2004), dalam Pasal 3 huruf “f” disebutkan masa magang paling singkat 

12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor notaris. Sejak berlakunya 

UUJN Tahun 2014, masa magang menjadi 24 bulan setelah seorang calon 

notaris lulus strata dua kenotariatan dan masa magang tersebut tidak boleh 

terputus, harus berturut-turut, sebagai contoh: 

“Si A telah magang pada kantor notaris X selama 1,5 tahun pada tahun 

2012 sampai tahun 2013. Kemudian A bekerja di tempat lain (bidang 

lain) dan selanjutnya pada tahun 2014, A kembali magang melanjutkan 

proses magang sebelumnya di kantor notaris X selama 1 tahun. Jika 

dilihat jumlahnya memang si A telah memenuhi syarat karena telah 

mempunyai masa magang atau bekerja di kantor notaris selama 2,5 

tahun. Akan tetapi karena tidak dijalankan secara berturut-turut maka 

hal tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan di dalam Pasal 3 

UUJN Tahun 2014.”
3 

 

Seiring dengan perpanjangan masa magang menjadi 24 (dua puluh 

empat) bulan, bila ditinjau dari ketentuan Pasal 88 UUJN Tahun 2014, yang 

menegaskan bahwa: 

a. Pengajuan permohonan sebagai Notaris yang sedang diproses, tetap 

diproses berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris. 

b. Masa magang yang telah dijalani calon notaris tetap diperhitungkan 

berdasarkan persyaratan yang diatur dalam Undang-undang ini (hasil 

perubahan). 

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 88 UUJN Tahun 2014 tersebut di atas, 

jelas bahwa proses pengangkatan notaris yang telah diajukan sebelum 

berlakunya perubahan Undang-undang Jabatan Notaris tetap diproses 

                                                      
3
Ibid, hlm. 2 
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berdasarkan ketentuan yang lama (UUJN Tahun 2004) akan tetapi khusus 

untuk masa magang tetap berlaku masa magang yang telah ditentukan di 

dalam Pasal 3 huruf “f” UUJN Tahun 2014 yaitu 24 (dua puluh empat) bulan 

setelah calon notaris bersangkutan lulus dari strata dua kenotariatan, tanpa ada 

pengecualian. Setelah berlakunya perubahan UUJN Tahun 2014, maka semua 

proses pengangkatan yang belum diterbitkan Surat Keputusan pengangkatan 

sebagai Notaris pada tanggal berlakunya perubahan Undang-undang Jabatan 

Notaris, harus memenuhi syarat masa magang 24 (dua puluh empat) bulan, 

dan karenanya tidak dapat dibuat kebijakan pengangkatan yang 

mengakomodir masa magang yang kurang dari 24 (dua puluh empat) bulan 

setelah lulus strata dua kenotariatan dengan alasan apapun juga karena hal 

tersebut berarti melanggar ketentuan Pasal 3 huruf “f” UUJN  Tahun 2014. 

Pada dasarnya bukan hanya masalah waktu magang yang menjadi 

tolok ukur atau parameter yang bisa dijadikan acuan bahwa seorang calon 

Notaris sudah dianggap mampu menjadi seorang Notaris yang profesional, 

tetapi tergantung bagaimana seorang calon notaris mampu menyerap ilmu atau 

pengetahuan yang didapatnya selama proses magang. Di samping ketersediaan 

pengetahuan dan informasi yang terdapat ditempat magang, setidak-tidaknya 

Notaris yang dijadikan rujukan magang mampu memberikan pengalaman baru 

bagi calon  Notaris, karena Notaris tempat magang tentu telah memiliki 

pengalaman yang cukup sehingga dianggap memiliki kemampuan lebih yang 

bermanfaat bagi calon notaris. 

Notaris dalam melaksanakan tugasnya melayani kepentingan 
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masyarakat, seharusnya menjaga harkat dan martabatnya. Tan Thong Kie 

menyatakan bahwa terdapat kebiasaan di kalangan Notaris yang tidak lagi 

membaca aktanya sehingga akta itu menjadi akta dibawah tangan. Sementara 

di dalam akta ia menulis bahwa akta itu telah dibacakan oleh saya, Notaris, 

padahal ia tidak membacanya.  Winanto Wiryomartani, yang pada waktu itu 

anggota Majelis Pengawas Pusat menyatakan bahwa pengawasan Notaris pada 

dasarnya adalah untuk melindungi masyakat. Menurut Winanto Wiryomartani, 

Notaris adalah pejabat umum untuk melayani masyarakat, jadi dalam rangka 

pembuatan akta otentik oleh Notaris, masyarakat wajib dilindungi. Untuk 

itulah makanya dibentuk Majelis Pengawas yang fungsinya melindungi 

masyarakat jika terjadi pelanggaran hukum oleh Notaris. Pengawasan ini 

tujuannya adalah pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran yang merugikan 

masyarakat. 

Berlandaskan fenomena tersebut, organisasi notaris yaitu Ikatan 

Notaris Indonesia (INI) mengusulkan untuk mengadakan pelaksanaan magang 

bersama yang wajib diikuti oleh calon notaris selain magang di kantornotaris 

atas inisiatif sendiri.
4
 Diselenggarakannya magang bersama ini selain 

bertujuan untuk menghasilkan notaris yang siap pakai dan profesional juga 

untuk meningkatkan penguasaan, keahlian dan keterampilan dalam 

pelaksanaan tugas jabatan notaris serta meningkatkanpemahaman atas Kode 

Etik notaris maupun aplikasinya. 

Urgensinya, perpanjangan masa magang bagi calon notaris menjadi 24 

                                                      
4
Hukum Online.com, Calon Notaris Wajib Magang Bersama, dalam 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/calon-notaris-wajib-magang-bersama, diakses tanggal 

28 Maret 2015, hlm. 5 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/calon-notaris-wajib-magang-bersama,
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(dua puluh empat) bulan merupakan semangat Ikatan Notaris Indonesia (INI), 

yaitu: 

“Pertama, untuk menyiapkan calon notaris yang siap pakai; kedua, 

untuk meningkatkan kualitas para notaris di Indonesia dengan 

mencetak calon notaris yang handal.Ketiga, agar memperoleh notaris-

notaris yang berkualitas dan dapat dipercaya oleh masyarakat, karena 

ada perbedaan antara pendidikan di magister kenotariatan dengan 

kebutuhan dalam praktik.Tujuan lainnya yaitu untuk meningkatkan 

penguasaan, keahlian, dan ketrampilan dalam pelaksanaan tugas 

jabatan notaris serta meningkatkan pemahaman atas Kode Etik notaris 

maupun aplikasinya.”
5
 

 

Pengurus pusat INI dalam rapat pleno yang diselenggarakan pada 

tanggal 28 maret 2014, menyampaikan bahwa: 

“Tata cara magang bisa dilakukan setiap dua kali dalam sebulan. 

Alokasi waktunya adalah 24 bulan berturut-turut setelah lulus program 

kenotariatan. Kurikulum magang bersama yang direncanakan 

diantaranya adalah pendalaman terhadap Peraturan Jabatan Notaris, 

Hukum Keluarga, Kode Etik 1, Teknik Pembuatan Akta. Teori lain 

yang perlu didalami adalah pendalaman hukum harta kekayaan, hukum 

pertanahan dan teknik pembuatan akta pertanahan dan perbankan. 

Selain itu, juga dipelajari tentang Hukum Kepailitan dan Hukum 

Pidana Pencucian Uang.Peserta magang bersama ini tidak hanya 

akanditerapkan pada calon notaris mendatang, tetapi juga para calon 

notaris yang telah menjalani magang, tetapi masih belum genap 2 

tahun; calon notaris yang telah bekerja sebagai karyawan notaris tetapi 

juga belum genap 2 tahun.Khusus untuk calon notaris yang akan 

melampaui masa dua tahun itu, notaris penerima magang tersebut 

wajib memberitahukan kepada pengurus daerah ditempat 

kedudukannya mengenai tanggal mulai kerja calon notaris dan calon 

notaris tersebut wajib mengikuti program magang bersama.”
6
 

 

Sebuah penelitian dalam bentuk tesis dilakukan oleh Siswanto Sunarto 

(2007) tentang peranan kode etik profesi dalam pemuliaan jabatan notaris, 

dimana salah satu hasilnya adalah : ketentuan magang bagi calon pejabat 

notaris, hanya dilaksanakan secara formalitas, meskipun sejatinya magang 

                                                      
5
Loc. cit 

6
Ibid.,hlm.5-6 
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dapat meningkatkan keterampilan para calon pejabat notaris. Hal tersebut juga 

didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Nawang Andi Kusuma 

(2011) bahwa tidak ada pedoman kurikulum magang bagi calon notaris, 

sehingga tidak ada keseragaman antara notaris yang satu dengan yang lain 

dalam melakukan pembinaan magang. Akibatnya muncul praktik referensi 

surat keterangan magang yang hanya bersifat formalitas, artinya selama 

seseorang sudah melewati 12 (dua belas) bulan sejak lulus dari Magister 

Kenotariatan maka dapat dibuatkan surat keterangan magang oleh notaris-

notaris yang sudah senior. 

Peraturan perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor : 

19/PERKUM/INI/2019 tentang Magang, dikatakan bahwa tujuan magang 

adalah :  

1. Meningkatkan penguasaan, keahlian dan keterampilan dalam 

melaksanakan tugas jabatan Notaris maupun dalam memahami peraturan 

perundang-undangan serta teori-teori hukum yang berkenaan dan/atau 

terkait dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris kepada calon notaris, agar 

pada saat diangkat dapat menjadi Notaris yang mumpuni dan siap untuk 

melayani kepentingan masyarakat.  

2. Meningkatkan pemahaman atas Kode Etik Notaris maupun aplikasinya, 

baik dalam rangka menjalankan jabatan Notaris maupun dalam kehidupan 

sehari-hari.  

3. Menyadarkan calon Notaris mengenai pentingnya pelaksanaan magang 

yang merupakan suatu pendidikan praktek dalam rangka menjalankan 

jabatan Notaris secara baik dan benar.  

4. Memberikan rasa percaya diri kepada calon Notaris agar siap untuk 

menjalankan jabatan sebagaimana mestinya.  

5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa calon notaris siap untuk 

menjalankan jabatan notaris sebagaimana yang diharapkan. 

 

Magang yang dijelaskan diatas merupakan magang di kantor notaris, 

sementara magang yang harus dilalui para calon notaris bukan hanya di kantor 

notaris tetapi terdapat pula magang bersama. Magang bersama dapat 
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dilakukan oleh anggota ALB INI apabila telah magang di kantor notaris 

sekurang-kurangnya 6 bulan. Waktu yang diharuskan untuk mengikuti 

magang bersama adalah selama 4 semester. Seperti yang dijelaskan pada Pasal 

7 Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor : 

10/PERKUM/INI/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Perkumpulan 

Ikatan Notaris Indonesia Nomor : 06/PERKUM/INI/2017 Tentang Magang. 

Peserta magang bersama ini tidak hanya akan diterapkan pada calon notaris 

mendatang, tetapi juga para calon notaris yang telah menjalani magang, tetapi 

masih belum genap dua tahun, calon notaris yang telah bekerja sebagai 

karyawan notaris, tetapi juga belum genap dua tahun, serta calon notaris yang 

akan bekerja sebagai karyawan notaris, tetapi masa kerjanya akan melampaui 

masa dua tahun. Khusus untuk calon notaris yang akan melampaui dua tahun 

itu, notaris penerima magang tersebut wajib memberitahukan kepada pengurus 

daerah di tempat kedudukannya mengenai tanggal mulai kerja calon notaris 

dan calon notaris tersebut wajib mengikuti program magang bersama. Magang 

bersama anggota ALB INI merupakan serangkaian kegiatan untuk 

meningkatkan penguasaan, keahlian, dan keterampilan dan pelaksanaan tugas 

jabatan notaris serta meningkatkan pemahaman atas kode etik notaris maupun 

aplikasinya. Pembahasan mengenai notaris telah banyak kita temukan dalam 

berbagai bentuk seperti Tesis, Jurnal dan lain-lain namun pembahasan 

mengenai calon notaris mengenai magang bersama belum banyak penulis 

temukan sampai sekarang jadi dikarenakan perubahan hukum yang 

berkembang cukup pesat apalagi mengenai magang bersama ALB INI yang 
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aturannya terbilang cukup baru untuk calon notaris, sehingga diperlukan 

penelitian lebih lanjut mengenai magang bersama. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka 

menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul: “Efektivitas Magang Bagi 

Calon Notaris Untuk Menjalankan Jabatan Notaris Secara Kompeten dan 

Profesional di Kabupaten Jepara”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Mengapa calon Notris diwajibkan untuk menjalani magang ? 

2. Bagaimana konsepsi magang yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi 

dan profesional Notaris ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kewajiban calon Notaris untuk 

menjalani magang.  

2. Untuk mengetahui dan menganalisis konsepsi magang yang sesuai dengan 

kebutuhan kompentensi dan profesional Notaris. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik manfaat 

secara teoritis maupun manfaat secara praktis, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis, diharapkan dapat dijadikan: 

a. Sebagai sumber ilmu pengetahuan tambahan bagi para peneliti di 

bidang kenotariatan, baik itu berasal dari program Magister 
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Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung maupun dari perguruan 

tinggi lainnya, yang berminat untuk melakukan penelitian dibidang 

kenotariatan khususnya mengenai pelaksanaan magang calon Notaris 

secara kompeten dan profesional. 

b. Sebagai sumber referensi tambahan baik untuk perpustakaan kampus 

Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung maupun 

perpustakaan umum, yang diharapkan melalui penelitian ini dapat 

menambah wawasan bagi mahasiswa dan calon Notaris untuk nantinya 

dapat menjalankan jabatan notaris secara kompeten dan profesional. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis, terutama bagi 

beberapa pihak yaitu : 

a. Sebagai referensi bagi calon Notaris yang akan melaksanakan magang, 

Notaris yang memberikan kesempatan bagi calon Notaris untuk 

melaksanakan magang di kantornya, dan bagi orgnissi Iktn Notris 

Indonesi (INI) yang mempunyai kewenangan dalam pemberian surat 

rekomendasi pelaksanaan magang bagi calon notaris. 

b. Sebagai bahan informasi atau pengetahuan tambahan bagi peneliti 

sendiri maupun peneliti lainnya yang memiliki kecenderungan untuk 

melakukan penelitian di bidang kenotariatan khususnya mengenai 

pelaksanaan magang dan implikasinya terhadap kinerja notaris pasca 

berlakunya UUJN Tahun 2014. 
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E. Orinisilitas Penelitian 

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, internet dan sumber informasi lain, 

penelitian yang memiliki fokus studi tentang Efektifits Magang Bagi Calon 

Notaris Untuk Menjalankan Jabatan Notaris Secara Kompeten dan Profesional Di 

Kabupaten Jepara sampai saat ini belum dijumpai. Namun demikian terdapat 

beberapa penelitian atau setidak-tidaknya hasil studi (kajian) yang memiliki 

relevansi dengan penelitian ini. Penelusuran karya ilmiah yang telah dilakukan 

oleh peneliti sebelumnya dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada 

pembaca bahwa penelitin ini berbeda dengan penelitian terdahulu. 

 

F. Kerangka Pemikiran 

1. Kerangka teori 

Notaris adalah sebuah profesi.Menurut Pasal 1 ayat (5) UUJN Tahun 

2014 menyatakan organisasi notaris adalah organisasi profesi jabatan notaris 

yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum. Di Indonesia pengertian 

profesi itu sendiri dalam pelaksanaannya adalah menciptakan dilakukannya 

suatu kegiatan kerja tertentu dalam masyarakat yang berbekalkan keahlian 

yang tinggi serta berdasarkan rasa keterpanggilan, jadi kerja tersebut tidak 

boleh disamakan dengan kerja biasa, yang bertujuan mencari nafkah. Di dalam 

jabatan profesionalisme mensyaratkan adanya tiga watak kerja, yaitu: 

1. Kerja itu merefleksikan adanya itikad untuk merealisasi kebajikan yang 

dijunjung tinggi dalam masyarakat, 

2.  Bahwa kerja itu dilaksanakan berdasarkan kemahiran teknis yang bermutu tinggi 

yang karena itu mensyaratkan adanya pendidikan dan pelatihan yang berlangsung 
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bertahun-tahun secara eksklusif dan berat, 

3. Kualitas teknik dan kualitas moral yang disyaratkan dalam kerja-kerja pemberian 

jasa profesi dalam pelaksanaannya menundukkan diri pada kontrol sesama yang 

terorganisasi berdasarkan kode-kode etik yang dikembangkan dan disepakati 

bersama di dalam organisasi.
7
 

Kode Etik bagi profesi notaris sangat diperlukan untuk menjaga 

kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat oleh karena hal tersebut, Ikatan 

Notaris Indonesia (INI) sebagai satu-satunya organisasi profesi yang diakui 

kebenarannya sesuai dengan UUJN Tahun 2004, menetapkan Kode Etik bagi 

para anggotanya. Kode etik notaris sendiri sebagai suatu ketentuan yang 

mengatur tingkah laku notaris dalam melaksanakan jabatannya, juga mengatur 

hubungan sesama rekan notaris.Kode etik profesi merupakan suatu tatanan 

etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. 

Seorang notaris dalam menjalankan jabatan profesinya sebagai notaris 

harus profesional. Artinya dalam praktek dituntut untuk bersikap / bertindak 

tegas, cepat, tanggap, teliti, jeli, tidak berpihak, sesuai perundang-undangan 

yang berlaku, sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya, harus 

independen serta tidak dipengaruhi oleh siapapun termasuk instansi Eksekutif 

(pemerintah), Legislatif (pembentuk Undang-undang) maupun Yudikatif 

(peradilan). Namun apabila dalam pelaksanaan jabatan profesinya ternyata 

melanggar larangan, melakukan kesalahan dan mengakibatkan kerugian-

kerugian pada para penghadap, akan mendapatkan sanksi-sanksi sesuai yang 

diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris. 
                                                      

7
Lihat Soetandyo Wignyosoebroto, Pratek, Profesianalisme dan Etika Profesi, Makalah 

pengantar untuk sebuah diskusi tentang profesionalisme khususnya notaris, upgrading INI. 
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Eksistensi notaris bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat.Untuk itu seorang notaris harus menambah 

pengetahuan dan ketrampilannya dalam melayani masyarakat sebagai misi 

utama dalam hidupnya. Pelayanan bukan berarti terbatas pada “membuat 

akta”, karena hal tersebut merupakan bagian dari aktivitas yang disebut 

pelayanan.  Pelayanan seorang notaris menyangkut aspek holistik dan 

menyeluruh dari mulai kemudahan masyarakat mendapatkan informasi, 

menghubungi notaris, datang ke tempat notaris, fasilitas kantor notaris, 

keramahan notaris beserta pegawainya dan lain sebagainya.  

Berdasarkan hal tersebut diatas, peneliti ingin mengetahui dan 

membahas mengenai terbentuknya seorang notaris yang berkualitas di 

Kabupaten Jepara  berdasarkan kegiatan magang yang telah dilakukan 

sebelum diangkat sumpah untuk menjadi Notaris. Teori-teori yang 

mendukung efektifitas magang bagi calon Notaris agar dapat menjalankan 

jabatan Notaris secara kompeten dan profesional adalah sebagai berikut : 

a. Teori Bekerjanya Hukum 

Pada hakikatnya hukum sebagai suatu sistem, maka untuk dapat 

memahaminya perlu penggunaan pendekatan sistem.
8
 Sistem hukum 

merupakan cerminan dari nilai-nilai dan standar elit masyarakat, 

masing-masing mempunyai kepentingan sendiri-sendiri sesuai dengan 

kepentingan kelompok mereka. 

Hukum sebagai idealisme memiliki hubungan yang erat dengan 

                                                      
8
 Esmi Warrasih, Pranata Hukum sebagai Telaah Sosiologis, (Semarang: PT. Suryandaru 

Utama, 2005), hlm. 30  
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konseptualisasi keadilan secara abstrak. Apa yang dilakukan oleh 

hukum adalah untuk mewujudkan ide dan konsep keadilan yang 

diterima oleh masyarakatnya ke dalam bentuk yang konkrit, berupa 

pembagian atau pengolahan sumber-sumber daya kepada 

masyarakatnya. 

Hukum sebagai kategori moral serupa dengan keadilan, 

pernyataan yang ditujukan untuk pengelompokkan sosial tersebut 

sepenuhnya benar, yang sepenuhnya mencapai tujuannya dengan 

memuaskan semua. Rindu akan keadilan, yang dianggap secara 

psikologis, adalah kerinduan abadi manusia akan kebahagiaan, yang 

tidak bisa ditemukannya sebagai seorang individu dan karenanya 

mencarinya dalam masyarakat. Kebahagiaan sosial dinamakan 

keadilan.
9
 

Hukum sebagai pengaturan perbuatan-perbuatan manusia oleh 

kekuasaan dikatakan sah bukan hanya dalam keputusan (peraturan-

peraturan yang dirumuskan) melainkan juga dalam dalam 

pelaksaannya sesuai dengan hukum kodrati. Dengan kata lain hukum 

harus sesuai dengan ideologi bangsa sekaligus sebagai pengayom.
10

 

Berbicara masalah hukum pada dasarnya membicarakan fungsi 

hukum di dalam masyarakat. Kebijakan dalam bidang hukum akan 

berimplikasi kepada masalah politik yang sarat dengan diskriminasi 

terhadap kelompok lain. Untuk memahami bagaimana fungsi hukum 

                                                      
9
 Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum, (Bandung: Nusamedia, 2007), hlm. 57.  

10
 Dahlan Thaib, dkk, Teori dan Hukum Konstitusi, (Jakarta: Raja Grafindo Persara, 

1999), hlm. 64.  
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itu, ada baiknya dipahami terlebih dahulu bidang pekerjaan hukum. 

Sedikitnya ada 4 (empat) bidang pekerjaan yang dilakukan oleh 

hukum, yaitu : 

a)  Merumuskan hubungan-hubungan diantara anggota masyarakat 

dengan menunjukkan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang 

dan yang boleh dilakukan. 

b)  Mengalokasikan dengan menegaskan siapa saja yang boleh 

melakukan kekuasaan atau siapa berikut prosedurnya. 

c)  Menyelesaikan sengketa yang timbul di dalam masyarakat. 

d)  Mempertahankan kemampuan adaptasi masyarakat dengan cara 

mengatur kembali hubungan-hubungan dalam masyarakat 

manakala ada. Merumuskan hubungan-hubungan diantara anggota 

masyarakat dengan menunjukkan perbuatan-perbuatan apa saja 

yang dilarang dan yang boleh dilakukan. 

Berdasarkan empat pekerjaan hukum tersebut, menurut Satjipto 

Rahardjo secara sosiologis dapat dilihat dari adanya 2 (dua) fungsi 

utama hukum, yaitu : 

a.  Social Control (kontrol sosial) 

Sosial kontrol merupakan fungsi hukum yang mempengaruhi 

warga masyarakat agar bertingkah laku sejalan dengan apa yang 

telah digariskan sebagai aturan hukum, termasuk nilai-nilai yang 

hidup di dalam masyarakat. Termasuk dalam lingkup kontrol sosial 

ini adalah: 
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1)  Pembuatan norma-norma hukum, baik yang memberikan 

peruntukan maupun yang menentukan hubungan antara orang 

dengan orang 

2)  Penyelesaian sengketa di dalam masyarakat 

3)  Menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal 

terjadi perubahan-perubahan sosial 

b.  Sosial Engineering(rekayasa sosial) 

Penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib 

hukum atau keadaan masyarakat sebagaimana diinginkan oleh 

pembuat hukum.Berbeda dengan fungsi kontrol sosial yang lebih 

praktis, yaitu untuk kepentingan waktu sekarang, maka fungsi 

rekayasa sosial dari hukum lebih mengarah pada pembahasan sikap 

dan perilaku masyarakat dimasa mendatang sesuai dengan 

keinginan pembuat undang-undang. Perubahan-perubahan yang 

dikehendaki itu apabila berhasil pada akhirnya akan melembaga 

sebagai pola-pola tingkah laku yang baru di masyarakat. 

Robert B. Seidman menyatakan tindakan apapun yang diambil 

baik oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana maupun 

pembuat undang-undang selalu berada dalam lingkup kompleksitas 

kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi dan politik, dan lain-lain 

sebagainya. Seluruh kekuatan-kekuatan sosial itu selalu ikut bekerja 

dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang 

berlaku menerapkan sanksi-sanksinya, dan dalam seluruh aktivitas 
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lembaga-lembaga pelaksanaannya.
11

 

Basis bekerjanya hukum adalah masyarakat, sehingga hukum 

akan dipengaruhi oleh faktor-faktor atau kekuatan sosial mulai dari 

tahap pembuatan sampai dengan pemberlakuan. Kekuatan sosial akan 

berusaha masuk dalam setiap proses legislasi secara efektif dan 

efesien. Peraturan yang dikeluarkan diharapkan sesuai dengan 

keinginan, tetapi efek dari peraturan tersebut tergantung dari kekuatan 

sosial seperti budaya hukumnya baik, maka hukum akan bekerja 

dengan baik pula, tetapi sebaliknya apabila kekuatannya berkurang 

atau tidak ada maka hukum tidak akan bisa berjalan karena 

masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum. 

Bekerjanya hukum dapat diartikan sebagai kegiatan penegakan 

hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses 

untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan. Namun 

demikian penegakan hukum dinilai masih lemah. Lemahnya 

penegakan hukum terlihat dari masyarakat yang tidak mengerti 

hukum, demikian pula kewibawaan aparat penegak hukum yang 

semakin merosot sehingga tidak lagi dapat memberikan rasa aman dan 

tenteram.
12

 

Pembuatan kebijakan yang terjadi dalam organisasi dipengaruhi 

oleh dependensinya dan lingkungan tempat ia berada, bukan oleh 

pertimbangan yang murni rasional dan formal semata. Kebijakan bisa 

                                                      
11

 Esmi Warrasih, Op. Cit., hlm. 11-12  
12

Ibid., hlm. 76.  
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menyimpang didalam organsiasi.Dalam rangka mempertahankan 

kelangsungan hidupnya, anggota organisasi dapat membuat keputusan 

atau kebijakan yang bertentangan dengan arah dan tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

Teori bekerjanya hukum yang dikemukakan oleh Chambliss dan 

Siedman adalah sebagai berikut:
13

 

a) Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang 

pemegang peranan (role occupant) itu diharapkan bertindak. 

Bagaimana seorang itu akan bertindak sebagai respons terhadap 

peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang 

ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-

lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks sosial, politik dan 

lain-lainnya mengenai dirinya.  

b) Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai 

respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-

peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, 

keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya 

yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari 

pemegang peranan. 

c) Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak 

merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku 

mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, 

                                                      
13

Ibid.,hlm. 78 
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politik, ideologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta 

umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi. 

Menurut Chambliss dan Seidman terdapat hubungan antara 

hukum dan kekuasan, dimana kekuatan sosial dan pribadi yang 

terdapat di masyarakat keberadaannya menekan lembaga pembuat 

hukum secara langsung sebagai lembaga yang membuat hukum dan 

secara tidak langsung menekan lembaga penegak hukum, sedangkan 

lembaga penegak hukum juga mengalami tekanan secara langsung 

dari kekuasan sosial dan pribadi lembaga pembuat hukum bekerja 

dengan membuat peraturan yang ditujukan untuk mengatur 

masyarakat, demikianpula dengan lembaga penegak hukum yang 

bekerja untuk melakukan law enforcement untuk ditegakkan di 

masyarakat. 

Masyarakat adalah tujuan akhir dari bekerjanya hukum.Jadi 

hukum yang dibuat oleh pembuat hukum yang sudah mengalami 

tekanan dari kekuatan sosial dan pribadi ditegakkan oleh penegak 

hukum yang juga mengalami tekanan dari kekuatan sosial dan pribadi 

ke masyarakat sehingga hukum yang sampai ke masyarakat adalah 

hukum yang bercorak kekuasaan.Beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi bekerjanya hukum dalam masyarakat hukum adalah:
14

 

(1) Bersifat yuridis normatif (menyangkut pembuatan peraturan 

perundang-undangannya). 

                                                      
14

Suteki,  Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber 

Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air). 

Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. 2008,  hlm. 34 
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(2) Penegakannya (para pihak dan peranan pemerintah). 

(3) Faktor yang berifat yuridis sosiologis (menyangkut pertimangan 

ekonomi sosiologis serta kultur hukum dari role occupant). 

(4) Konsistensi dan harmonisasi antara politik hukum dalam 

konstitusi dengan produk hukum dibawahnya. Hal ini dapat 

dilakukan dengan pemagaran secara preventif melalui prinsip 

kehati-hatian dan kecermatan dalam “law making” dan represif 

melalui judicial review (MA) dan constitutional review (MK) 

apabila suatu peraturan telah diundangkan. 

Notaris dalam menjalankan jabatan harus mematuhi seluruh 

kaedah moral yang telah hidup dan berkembang di masyarakat.Selain 

tanggung jawab dan etika profesi, adanya integritas dan moral yang 

baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang 

Notaris. Dengan demikian tanggung jawab dan etika profesi 

mempunyai hubungan yang erat dengan integritas dan moral. 

Etika profesi adalah norma-norma, syarat-syarat dan ketentuan-

ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut 

sebagai kalangan profesional.
15

 Agar dapat menjalankan tugasnya 

dengan baik sebagai pelayan masyarakat, seorang profesional harus 

menjalankan jabatannya dengan menyelaraskan antara keahlian yang 

dimilikinya dengan menjunjung tinggi kode etik profesi. 

Seorang notaris dalam menjalankan tugas ataupun dalam 

                                                      
15

K. Bertens, Etika, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997),  hlm. 5-6.  
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kehidupan sehari-hari, harus menjalaninya sesuai dengan koridor 

hukum di Indonesia. Pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku 

akan mencemari kehormatan dan martabat jabatan notaris yang 

akhirnya dapat menimbulkan ketidak percayaan  masyarakat terhadap 

notaris. Pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku di negeri ini, 

terutama pelanggaran norma hukum yang berakibat pada hukuman.
16

 

Pelayanan dalam dunia kenotariatan tidak bisa disamakan 

dengan pelayanan pada bisnis biasa. Pelayanan dalam dunia 

kenotariatan harus tetap mengacu dan patuh pada kode etik notaris, 

sebagai koridor penyelamat profesi jabatan notaris yang luhur dan 

bermartabat.Jadi, pelayanan yang paling tepat untuk notaris adalah 

pelayanan yang berpaku pada hukum, dituangkan dalam bentuk 

undang-undanga jabatan notaris dan kode etik notaris yang telah 

disahkan dan disepakati dengan didukung integritas tinggi sebagai 

notaris. 

b. Teori tentang Sistem Hukum 

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan 

berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem 

hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum 

(substance of the law) dan budaya hukum (legal culture).
17

Struktur 

hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi 

                                                      
16

Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, Ke Notaris, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), hlm. 

48.  
17

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan 

(JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence), (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2009), hlm.204 
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perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum 

yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat. Tentang 

struktur hukum Friedman menjelaskan: 

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal 

system consist of elements of this kind: the number and size of 

courts; their jurisdiction. Strukture also means how the 

legislature is organized  what procedures the police department 

follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section 

of the legal systema kind of still photograph, with freezes the 

action.” 

 

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah 

dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang 

berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari 

pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana 

badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh 

presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. 

Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada 

dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. 

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana 

hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formal. Struktur ini 

menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta 

proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Substansi hukum menurut 

Friedman adalah: 

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is 

meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people 

inside the system …the stress here is on living law, not just rules 

in law books”. 

 

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang 
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dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola 

perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi 

hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang 

memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat 

penegak hukum.Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman 

berpendapat:  

“The third component of legal system, of legal culture. By this 

we mean people‟s attitudes toward law and legal system their 

belief …in other word, is the climinate of social thought and 

social force wicch determines how law is used, avoided, or 

abused”.
18

 

 

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan 

sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) 

terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur 

hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik 

apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya 

hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat 

maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. 

Hukum merupakan suatu intersub-sistem dalam masyarakat 

yang semakin luas ruang lingkupnya maupun peranannya.Oleh karena 

itu, muncul masalah bagaimana mengusahakan agar hukum semakin 

efektif, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana mempermudah 

interaksi sosial dan sarana pembaharu.
19

 

 

                                                      
18

Ibid., hlm.205 
19

 Satjipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum, (Bandung: Sinar Baru, 1986), hlm.78 
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2. Kerangka Konsep 

Notaris merupakan salah satu profesi hukum yang tertua di dunia.
20

 

Notaris bukan pelaku usaha, tetapi pejabat umum yang memberikan kepastian 

hukum melalui akta otentik yang dibuatnya. Pejabat publik aparat negara 

digaji lengkap dengan segala tunjangan keluarga, hak pensiun dengan segala 

fasilitasnya dari APBN. Sementara seorang notaris, semua biaya operasional 

yang dikeluarkan menjadi beban notaris itu sendiri, dimana keseluruhan 

pengeluaran biaya tersebut diperoleh dari besarnya honorarium yang diberikan 

dari para pihak yang menggunakan jasa hukum yang diberikan sesuai dengan 

kewenangannya berdasarkan Pasal 36 UUJN Tahun 2014  

Notaris sebagai pejabat umum kepadanya dituntut tanggung jawab 

terhadap akta yang dibuatnya. Apabila akta yang dibuat dibelakang hari 

mengandung sengketa maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah akta itu 

merupakan kesalahan notaris atau kesalahan para pihak yang tidak 

memberikan dokumen dengan sebenar-benarnya dan para pihak memberikan 

keterangan yang tidak benar diluar sepengetahuan notaris atau adanya 

kesepakatan yang dibuat antara notaris dengan salah satu pihak yang 

menghadap. Apabila akta yang dibuat notaris mengandung cacat hukum 

karena kesalahan notaris baik karena kelalaian maupun kesengajaan notaris itu 

sendiri, maka notaris itu harus memberikan pertanggungjawaban baik secara 

moral maupun secara hukum.
21

 Notaris dalam melaksanakan tugasnya agar 

dijiwai Pancasila, sadar dan taat pada hukum, Peraturan Jabatan Notaris, 

                                                      
20

Wikipedia Bahasa Indonesia, http://id.wikipedia.org/wiki/notaris 
21

Putri AR, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan 

Notaris Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana, (Jakarta: Sofimedia, 2011), hlm. 8 

http://id.wikipedia.org/wiki/notaris
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Sumpah Jabatan, Kode Etik Notaris dan berbahasa Indonesia yang baik. 

Notaris agar dapat membuka kantor, harus melalui tahapan-tahapan 

dan memenuhi sejumlah persyaratan apabila ingin mengajukan diri menjadi 

notaris sebagaimana peraturan Menteri Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2006 

yang mengatur tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan 

Pemberhentian Notaris.  

Salah satu syarat menjadi calon notaris, yaitu calon notaris harus sudah 

pernah magang atau bekerja sebagai karyawan selama dua belas bulan atau 

satu tahun, tetapi kemudian dirubah dalam UUJN terbaru bahwa calon notaris 

wajib magang selama dua puluh empat bulan atau dua tahun dikantor notaris. 

Menurut Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN Tahun 2014. Kemudian 

oleh organisasi, ditambahkan dengan magang bersama, sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor : 

19/PERKUM/INI/2019 tentang Magang.  

Magang merupakan proses belajar dimana seseorang memperoleh dan 

menguasai keterampilan dengan jalan melibatkan diri dalam proses pekerjaan 

dengan petunjuk orang yang sudah terampil dalam pekerjaan itu. Sedangkan 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian magang adalah calon 

pegawai (yang belum diangkat menjadi notaris) secara tetap serta belum 

menerima gaji atau upah karena dianggap masih dalam taraf belajar. Didalam 

UUJN Tahun 2014, untuk dapat diangkat menjadi seorang notaris wajib 

menjalani magang atau senyata-nyatanya telah bekerja sebagai karyawan 

notaris dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor 
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notaris atau prakarsa sendiri atau rekomendasi organisasi notaris setelah lulus 

strata dua kenotariatan.
22

 

Seorang notaris dalam menjalankan jabatan profesinya sebagai notaris 

harus profesional. Artinya dalam praktik dituntut untuk bersikap atau 

bertindak tegas, cepat, tanggap, teliti, jeli, tidak berpihak, sesuai perundang-

undangan yang berlaku, sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang 

sebenarnya, harus independen serta tidak dipengaruhi oleh siapapun termasuk 

instansi eksekutif (pemerintah), legislatif (pembentuk undang-undang0 

maupun yudikatif (peradilan). 

Eksistensi notaris bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Seorang notaris harus menambah 

pengetahuan dan keterampilannya dalam melayani masyarakat sebagai misi 

utama dalam hidupnya. Pelayanan bukan berarti terbatas pada “membuat 

akta”, karena hal tersebut merupakan bagian dari aktivitas yang disebut 

pelayanan. Pelayanan seorang notaris menyangkut aspek holistic dan 

menyeluruh dari mulai kemudahan masyarakat mendapatkan informasi, 

menghubungi notaris, datang ke tempat notaris, fasilitas kantor notaris, 

keramahan notaris beserta pegawainya dan lain sebagainya. Pelayanan dalam 

dunia kenotariatan tidak dapat disamakan dengan pelayanan pada bisnis biasa. 

Pelayanan dalam dunia kenotariatan harus tetap mengacu dan patuh pada kode 

etik notaris, karena notaris berada dalam ranah pelayanan profesional yang 

menjunjung tinggi etika profesi. Pelayanan yang paling tepat untuk notaris 
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KBBI, “Pengertian Magang”, http://kbbi.web.id.  
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adalah pelayanan yang berpaku pada kode etik notaris yang telah disahkan dan 

disepakati. 

Seorang notaris dalam menjalankan tugas ataupun dalam kehidupan 

sehari-hari, harus menjalaninya sesuai dengan koridor hukum di Indonesia. 

Pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku akan mencemari kehormatan 

dan martabat jabatan notaris yang akhirnya dapat menimbulkan ketidak 

percayaan masyarakat terhadap notaris. Pelanggaran terhadap norma-norma 

yang berlaku di negeri ini, terutama pelanggaran norma hukum yang berakibat 

pada hukuman. Hal tersebut dapat dihindari apabila seorang notaris telah 

menjalankan kewajiban magang dengan baik. 

Kewajiban magang sangat penting untuk calon notaris, untuk 

menyelaraskan antara ilmu kenotariatan yang diperoleh dalam bangku kuliah 

dengan praktik Notaris, dan hal-hal lainnya yang tidak diperoleh dalam 

bangku kuliah, tetapi hanya ada dalam praktik Notaris. Misalnya memasukkan 

minuta Akta ke dalam Repertorium ataupun mengisi buku daftar untuk surat 

yang dibukukan atau surat yang disahkan dan yang lebih penting belajar 

memahami keinginan para penghadap dan memformulasikkannya ke dalam 

bentuk akta notaris.  

Magang sebagaimana tersebut diatas sudah terlepas dari lembaga 

pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Magister Kenotariatan, 

artinya telah sepenuhnya menjadi urusan para Notaris yang akan dijadikan 

tempat Magang, dalam kaitan ini sekiranya kewajiban magang dan adanya 

kebijakan magang bersama dengan kurikulum Magang yang dibuat oleh 
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organisasi Jabatan Notaris dapat menjadi bekal bagi notaris pada saat 

membuka kantor. Tanpa adanya pedoman atau kurikulum magang tersebut, 

dikhawatirkan magang  hanya untuk memenuhi kewajiban saja, sedangkan 

secara subtansi ada kemungkinan calon Notaris tersebut belum mengetahui 

seluk-beluk mengenai praktik Notaris, karena pengetahuan yang diperoleh 

selama magang akan menjadi dasar pertamakali untuk praktik sebagai Notaris. 

Dengan adanya pedoman magang tersebut, maka calon Notaris yang magang 

di Notaris dapat diukur kemampuannya secara terbuka sehingga dapat 

diketahui kekurangannya untuk kemudian dibina dilatih lebih lanjut oleh 

Notaris yang bersangkutan.
23

 Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan dalam 

gambar berikut : 
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Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia Tafisr Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris, (Bandung: Refika Aditama, 2000),  hlm. 8 
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G. Metode Penelitian 

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah 

sebagai berikut : 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendektan penelitian yang akan digunakan peneliti adalah pendekatan 

sosio-legal research, yaitu suatu pendekatan alternatif yang menguji studi 

doctrinal terhadap hukum. Kata “sosio” dalam socio-legal studies mencerminkan 

keterkaitan antar konteks dimana hukum berada (an interface with a contect 

within which law exixts). Itulah sebabnya mengapa ketika seorang peneliti socio-

legal menggunakan teori sosial untuk tujuan analisis, mereka sering tidak sedang 

bertujuan untuk memberi perhatian pada sosiologi atau ilmu sosial lainnya, 

melainkan hukum dan studi hukum.
24

 

Berkenaan dengan penelitian sosiologi hukum (social-legal), didalam 

bukunya menjelaskan bahwa metode penelitian socio-legal dapat diidentifikasi 

melalui 2 (dua) hal yaitu pertama, studi socio-legal melakukan studi tekstual 

terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan secara kritis untuk 

menjelaskan problematika filosofis, sosiologis dan yuridis dari hukum tertulis. 

Dengan demikian diketahui apa makna dan bagaimana implikasinya terhadap 

subyek hukum. Kedua, studi socio-legal menggunakan berbagai metode “baru” 

hasil perkawinan antara metode penelitian hukum dengan ilmu sosial, seperti 

penelitian kualitatif sosio-legal dan etnografi socio-legal. Metode yang 

dikembangkan secara interdisipliner tersebut dapat menjelaskan fenomena hukum 

                                                      
24

 Banakar, Reza dan Max Travers, Law, Sociology and Method dalam Reza Banakar & 

Max Travers (ed), Theory and Method in Socio-Legal Research, (Onati: Hart Publishing Oxford 

and Portland Oregon, 2005), hlm. 1-26.  
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yang sangat luas seperti relasi kekuasaan dalam konteks sosial, budaya dan 

ekonomi dimana hukum berada.” 

Relevansi pendekatan yuridis normatif dengan penelitian ini adalah 

peneliti akan mengkaji dan menganalisis melalui kajian perundang-undangan 

terhadap persoalan-persoalan pertama, mengapa calon notaris diwajibkan untuk 

menjalani magang  dan kedua, bagaimana konsepsi magang yang sesuai dengan 

kebutuhan kompentensi dan profesional Notaris 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu metode 

penelitian untuk memberi gambaran mengenai situasi atau kejadian dan 

menerangkan hubungan antara kejadian tersebut dengan masalah yang akan 

diteliti.
25

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas 

mengenai kesiapan para calon notaris dalam membuka kantor dan berpraktik 

menjadi notaris setelah menjalani magang dikantor notaris selama 24 (dua puluh 

empat) bulan. 

3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a.  Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber asli. Data 

primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan atau lokasi  

penelitian yang memberikan informasi langsung kepada peneliti, yaitu 
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Mohammad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), hlm. 64 
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Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Jepara. 

b.  Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang merupakan hasil olahan dari data 

mentah. Dalam sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang 

bersumber dari literatur dan peraturan perundang-undangan yang 

terdiri dari: 

1) Bahan-bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai 

otoritas, yang meliputi : 

a)  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; 

c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris; 

d) Peraturan Menteri tentang Pengangkatan Notaris; 

e) Kode Etik Notaris; 

2) Bahan Hukum Sekunder berupa literatur, karya ilmiah, hasil 

penelitian, hasil seminar yang berkaitan dengan materi penelitian. 

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku 

mengenai Notaris, syarat-syarat menjadi Notaris, kewajiban 

magang bagi Notaris, buku tentang metodologi penelitian dan 

penulisan karya ilmiah serta kamus besar bahasa Indonesia, 

termasuk makalah mengenai Notaris. 

 



34 

4. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan 

data sekunder yang dapat diperoleh dari bahan-bahan tertulis yang 

terdiri dari bahan hukum (primer, sekunder dan tersier), dokumen dan 

juga artikel-artikel yang berkaitan dengan notaris. 

b. Studi Lapangan 

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, yaitu data 

yang diperoleh dari nara sumber atau informan secara langsung. 

Teknik yang digunakan adalah wawancara, baik wawancara yang 

terstruktur maupun wawancara yang tak terstruktur. Pada wawancara 

terstruktur dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat lebih luas 

dari berbagai sumber informan yang berkaitan, sedangkan wawancara 

tidak terstruktur dimaksudkan untuk mengungkap keadaan tidak 

normal secara lebih mendalam.
26

 Wawancara dilakukan kepada 

informan, yang terdiri beberapa notaris berkedudukan di Kabupaten 

Jepara, yaitu : Mulung Estu Prakoso, Siti Ammanah, dan Farisal Adib. 

5. Teknik Analisis 

Teknik analisis data yang digunakan dalam ini adalah deskriptif analitis, 

yang diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut 
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Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

1995), hlm. 139.  
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sub aspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap 

tiap sub aspek dan hubungannya satu sama lain. Setelah itu dilakukan analisis atau 

interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek 

yang satu dengan lainnya dan keseluruhan aspek yang menjadi pokok 

permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan 

gambaran hasil secara utuh.
27

 

Selanjutnya data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara analisis 

kualitatif, kemudian hasil penelitian akan dipaparkan secara deskriptif sehingga 

diperoleh gambaran yang menyeluruh, tentang seluruh permasalahan yang diteliti. 

Relevansinya dengan penelitian peneliti adalah data yang diperoleh penulis 

berkenaan dengan efektivitas magang bagi calon notaris untuk menjalankan 

jabatan Notaris secara profesional dan kompeten di Kabupaten Jepara, kemudian 

akan dianalisa secara deskriptif kualitatif dengan mengkajinya dari sudut 

peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penelitian ini. 

H. Sistematika Penulisan 

Sistemtik dlm penelitin ini disusun berdsrkn bb demi bb sebgi berikut: 

Bab I PENDAHULUAN, merupakan bab pendahuluan yang 

menguraikan masalah pokok tesis meliputi uraian latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

orisinilitas penelitian, kerangka pemikiran (kerangka teori dan 

kerangka konsep), metode penelitian dan sistematika penulisan.x 

Bab  II TINJAUAN UMUM, dalam tinjauan pustaka ini memuat  tinjauan 
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 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 
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umum tentang notaris yang meliputi:  pengertian notaris, 

pengertian jabatan notaris dan  syarat untuk diangkat sebagai 

notaris; tinjauan tentangteori bekerjanya hukum, tinjauan tentang 

magang yang meliputi: pengertian magang, kewajiban magang 

bagi calon notaris dan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi sebagai 

tempat magang calon notaris; tinjauan tentang kinerja notaris yang 

meliputi: pengaturan tentang kinerja notaris, kode etik notaris, 

wewenang notaris dan kewajiban notaris. 

Bab  III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab ketiga ini 

memuat hasil penelitian mengenai perlunya perubahan kewajiban 

magang menjadi 24 (dua puluh empat) bulan pasca perubahan 

UUJN Tahun 2004 dan efektivitas pelaksanaan wajib magang 

tersebut dan implikasinya terhadap kinerja notaris pasca perubahan 

UUUJN Tahun 2004.  

Bab IV PENUTUP, yang menguraikan tentang kesimpulan dan 

saran.Kesimpulan berasal dari pembahasan beberapa persoalan 

yang ada.Sedangkan saran merupakan pemikiran baru penulis 

berlandaskan pada kesimpulan-kesimpulan tersebut. 

  


